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KETENTUAN
PENGAMANAN P

DENGAN RANMAT TURAN YANG MARA ESA-
TERI'PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESEA,

Mengingat,
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KIME EGE

TERI PERDAGANGAN REPUBLEG INDONESIA
MENIERI MRDAGM{;‘:&H REFPUBLIK INDONESIA.

NOMOR 237/ M-DAG/PER[4/2014.
TENTANG:

P’EKGEIFM KUQ‘I‘R DALANT RANGKA ‘I‘INDAKAN

AGANGAN TERHADAP IMPOR TEFUNG GANDUM

Bahwa berdasarian ketentpad - Pasal 70, ‘Peraturan

5.002-015

Pemmerintsh, Nomor 34 Tahim. 20%Y temg Tindaken

Anuc!umpmg, Tindakan, Imbaian, dan” Tindekan

PengsmEndn; Pbrdagangan, be:iladﬁp ba:rang Imipor yeng’

mengalamt: fonjakan jordleh: impor, dapat dikenakan.
BeaMasuk Tindakan Pengamanen. daxfatay Ku«:«ta,
Babiwew  bordaserken kerentuan, Pasel. $4 ayat, (4.
Peraturan ‘Pemerintah Nomor 24 Tahux: 2013 ‘temtang
Tindaken Antidomping, Tindaken Imbalan, dan
Tindakan  Péngamanan ?e:daganga,n “Tindakan
PeAgamanan’ Pcrdaganga&z berirpd ‘Kuota, -dit ,
olehh  menteri. yang mmyelcngga:akan urasan.
pemermtahan di bidang. ;perdagangsn;:

behwa,  hasil ;pcnyehdﬁcan Kbmite Eangamanan
Pepdegengan. Indonedia TEPPY -maembuktikan adanya
Terugiar, serius, yang dinlans, ol¢h:industri dalami negeri
.-aebagm elibat Tordakan foi - impor tepung gandim
dan. merekomendasﬂ:an mmk dﬁ:eﬂakan Tindaken
ngamanan E’crdagangan bmpa Bea Measude Tindakan
Phnga.manan atan Biivtas.

bahwa hesil pembahsasan Tirn Perinbangan
Repentingan Nasional felah .memutuekan. intuk
mengepaian Tindekan  Pengamandiss Pérdagangen
‘herupa. kvnts terhadap lomjsican. Jumileh oaper tepung,
gandum;

bahwe, berdasarkan, pertimbengsm.  -s¢hegaimana

Araslesud datam-haruf o, homf b, uref g, dan-huruf d,
perly. rienetapian Puraturan Menteri: . . Perdagangan:

‘teritang , Ketentuan, Psn.genaan Kunm Dalam Rengka,

Tindakan Pengamavan Perdagangan Terhadip Impor
Tepung Gandum;

Undang:Undang - Nomor 7 Tahun 1994 tentong
Perigesahan Agreement Establishing The. Werld Trode
Ovganization {Persetujuen; FPernbentukan ‘Oiganisasi
Pérdagangan, Duriiay (Lemberan’ Negera Repuiblile
mdonesia Tahun 1994 Nomior. 57, Tanbalan Tembaran
Neguma. Republik Indonesia: Nomor 8564);

trarr e B PR AR SR L
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembararn Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2006

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republic

Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negarg (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomior 7 Tahun 2014 {entang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintaly Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasionnl (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tehun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan
Imbalan, dan Tindakan Pengamanen Perdagangan
(Lembaran ' Negara Republik Indoresis Tehun 2011
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer S223);

Kepuhisan Presiden Nomor 84/F Tebun 2009 tentang
Pembentuksn  Kabinet Indonesia Bersatu i
sebagaimana telah diubah beberapa kauli terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 8F Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 47 Teghun 2009 tentsng
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Presidén Nomor 33 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serte Susunan Qrganisasi, Tugas, den Fungsi Eselon !
Kementerian Negara, scbagaimana telah diubah
beberapa kuli terpkhir dengan Peraturan Presiden
Womeor 14 Tahun 2014;

Peraturen Menteri Perindustrian Nomor
35/M-IND/FER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI} Tepung Terigu Sebagai Bahan
Makanan Secara Wajib;

Paraturan Menteri Perdagangan Nomor
S54/M-DAG/PER/S/2009 tentang Ketentuan Umuam Di
Bideng impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27/M-DAG/FER/S/2012 tentang Ketentuan Angka
Fengenal Importir (API} sebagaimena telah dinbah
beberapa kali terakhix dengan Permturan Menten
Perdagangan Nomor 84 /M-DAG/PER/12/2012;
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Peraturan Menteri Perdagangan R
Noror 23/M-DAG/PER/4 /2014

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN MENIERX PERDAGANGAN  TENTANG
NTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP
IMPOR TEPUNG GANDUM.

Pasal 1

Dalar Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1| Tepumg Gandum adaleh tepung yang berasel dari bij
gancdwn yang telah difortifikasi dan tepung gandum
laita-ladn .

2| Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang sclanjutnys
disebut Tindakan Pengamansan, adelah tindakan yang
diembil pemerintah untuk memmalihkan kerugian serius
atan ancaman kerugian serius yang diderita oleh
industrl dalam negeri scbagei akibat dari lonjakan
jumlah barang impor baik secara absolit manpun relatif
tethadap barsmg sejemis atau barang yang secara

langsung bersaing,

3| Euota adelsh pembatasan jumlash barang oleh
pemerintah yang dapat diirapor.

4, Impor sdaleh kegiatan memaswidan barang ke delam
dacrah pabean Indonesia.

5, Importic adalzh orang perorangen atau badan usaha
vang berbentuk badan hukum atau bukan badan huluan

vang melelaukan kegletan Impor.

6, Verifilkusi alau penelusuran teknis adalah  kegiatan
pemeriksasn elnis atas produk Impor yang dilukukan
oleh Surveyor,

7, Surveyor adaleh perusahagn survey yang mendapat
otorisasi untuk melakulkan verifikasi atau penelusuran
telmis produk Impor.,

8| Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahar di bidang perdagangan.

9l Dirsktur Jendersd adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pagsl 2

(1) Terhadap Impor Tepung Gendum dikenalan Tindakan
Pengamansan berupa Kuota.

(2) Tepung Candum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Tepung Gandum yang termasuk ke dalam Pos
Tarif/ HS:

a. 1101.00.10.10 : ~~Tepung gandum, telah, difortifikasi;
b. 1101.00.10.90 : --Tepung gandum, lain-lain,
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Pasal 3

1} Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaeksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf 2 dapat dilakukan oleh Importir
vang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (APFU)
dan Angks Pengenal Importir Produsen (API-P).

2) Impor Tepung Gandum sebageimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat {2} buruf b hanya dapat dilakukan oleh
Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P).

Pasal 4

(¥} Kuota dalam rangka Tindakan Pengamanan se¢

dimalkesud dalam Pasal 2 eyat (1) sebesar 441.141 Ton,
dengan alokasi sebagei berikut:

a. Turki dengen Kuots, sebesar 251.450 Ton;

b. Sri Lanka dengan Kuots sebesar 136.754 Tong

c. Ukraing dengan Kuota sebesar 23.057 Ton; dan

d. negeara lainnya dengan Xuota sebesar 30.880 Ton.

{2) Negara lainnys sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

hurf d, meliputi seluruh negara maju yang menjadi
anggota World Trade Organization (WTO), dan negara
berkembang vang ekspor Tepung Gandum ke Indonesia
di atas 3% (tiga persen) berdasarkan pangsa Impor tehun
2011 sebagaimans tercantum dalst Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menterd ini.

Pagal 5

1) Tindakan Pengamansn berupa Kuota secbagaimana

dimaksud dalam Pagel 2 ayat (1} tidak diberlalukan
terhadap Impor Tepung Gamcdum yang dzpmduksx dari
negera-negars, berkembang yang pangss, impomys. tidak
melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak
melebihi 8% (sembilan persen) dari total Itnper
berdesarkan pangsa kmpor tghun 2011,

(2) Negara-negara sebageimana dimaksud pede ayat (1)

sebagaimens tercantum dalarn  Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidek ferpisaliker dari Peraturan
Menteri ini.

Pasgel'®
mpor Tepung Qendum dard negara sebagaimana dimaksud
jelam Pasal 4 gyat (1) hanys dapat dilakuksn selamas Kucta
nasih tersedia.
Pasal 7

[uots bagi sstiap Importir berlaku untuk setiap pengapalan,
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Pasal 8

uota, untuk setiap pengapalan scbagaimana dimaksud
am Pagal 7 diberikan berdasarkan prineip "first come first
ecl”,

» Q.

Pagal 9

(1} Importir yang telalh mendapathan Xuota Tepung
Gandum wajib mersalizasikan Impor Tepung Gandum.

(@) Realisasi impor Tepung Gandum oleh Importir terhitung
sejak tanggal penerbitan Laporan Surveyor (LS).

(.?) Importir dapet mempercleh Kuota Tepung Gandum
berikutnya setelah merealisasikan Euota Teépung

Gandum sebelhimnya.

Pa=gl 10

(1) Setiap importasi Tepung Gandum harus terlebih dahuiu
dilalqikan verifilkasi atau penclusuran teknis bmpor di
negara asal brrang,

(2) Pelaksansan verifikasi atau penclusuran teknis Impor
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan cieh
Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Fasel 11

Untuk dapat ditetapken sebagal pelaksana verifikasi atau
penelusuran teknis Impor Tepung Ganduns, Furveyor harus
memenuhi persyaratan sebagal berikut:
g, memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJSh
B. berpengalaman schagai suwrveyor di bidang Impor
minimal 5 (lima) tahun;
ol memiliki cabang aten perwakilan atau afiliasi di uer
negert; dan

d. mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang
. pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran tekmis
Impor,

Pasal 12

(3} Verifikasi atan penelusuran teknis Impor sebagaimana

dimalksyd dalam Pasal 10 meliputis

a. ursian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor
Fos Tarif/HS;

b. jumlah {volume) per jenis barang;

c. waktu pengapalan;

d. pelabuhan tujuan; dan

&, Surat Keterangan Asal (3KA).

3) Survevor mernberikan tanda pemeriksaan scbagai hasil

verifileasi atau penehisuran teknis Impor dalam bentuk

segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load

(FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk

lubel pada barang atau kemasan angiaatan jenis lain,

—

&
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3) Hasil! dari verifikesi atau penelusuran teknis Ilmpor
sebagaimana dimakend pada ayat (1) oleh Surveyer
ditvanglean dalam bentak Laporan Surveyor (LS) untulk
digunakan scbagai delcumen pelengkap pabean dalam
penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

(4) Atas pelaksansen verifikasi atan penclusaran teknis
Impor sehogaimana dimmaksud pada ayat (1), Swucveyor
memungut bisya deri Importr yang besarannya
ditentukan berdasarkan asas manfaat.

Pasal 13

egiatan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung
dum oleh Surveyer tidak mengurangi kewenangan
rat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
tuk melakuken pemeriksaan pabean,

Pasal 14

etiap importasi Tepung Gandum hanya depat dilakkasn
aelalui pelabuhan tujuan, yaim Belawan di Medan, Boom
Baru di Palerobang, Panjang di Leampung, Tanjung Prick di
Jakarta, Tanjung Emas Ji Semarang, Tanjung Perak di
Surabays, dan Soekarno Hatta di Makassar.

Posal 15

*

1} Surveyor sebpgaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2)
wajib memonitor Kuota yang telah digunaian dari negara
sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1).

(2) SBurveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikany lesporan tertulis  tentang kegiatan
verifikasi ateu penelusuran teknis Impor Tepung
Gandum secara periodilk 1 (satw) kali datem sebulan.

(3) Leporan schegaimensa dimaksud pada ayat (2)
disampaikan setiap bulan paling larmbat tanggal 15 Qima
belzas) bulan berikutuya kepada Direktur Jenderal dengan
tembusan Kkepada Ketue Komite  Pangamanan
Perdagangan Indonesia (KPPI).

Pasal 16

o

Importir Tepung Gendum yang melanggar ketentuan delam
Peraturan Menteri inl dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peratiran perundang-andangan,

Pasal 17

(1) Penetapan schagel Surveyor pelaltsana verifikasi atan

penclusuran teknis Impor Tepung Gandum  dicabut

apabila Surveyor:

2. tidak melaksanakan kewajiban memonitor Kuota
yang telah digunakan scbagaimana dimaksud dalam
Pagal 15 ayat (1); den/fatan

=)
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Nomor23 /M-DAG/PER/4/2014

b. fidek. melaksatakan kewaj:.ba.n roentyarapaikan’
laporan: gehegaimana dimsksud “dalam Pasal 15 ayit .
(2] sebanyek O’ (dua) Rk,

B) Pmcabutan perietapan; sebagal Surveyor .pelaksana

verifilcasi .atay peuslusiran  teknmis Impaor, -

Géndtin sebagdimana damaksud pada ayat (1) dilakukan

nleh Meniteri:

? Pasal 18
stertnan lebik, Janjit dan’ Peraturahy Menter int -depdt
itetapkan. ¢ oleh Direlpur Jenderal.
Pasel 19

slakcsapaan Tmpor Tepung Gandum: dalam rangka Tindakan
engemandn berypa Kuota selain imduk peda Ketentuen
mraturan Menteri ind juga-nmduk. :pada ketentizan peraturan
=3 ; ~undangan lain:mengenai Tepung: Gandum,

Pas'ai 20.

S(E) 'Ketanman Peraturan Menteri-ini. tidalk: Berlal bagl Impor
‘Tepung “ Gandum: yang . dﬂﬂapaﬂcan dori negara sasal
‘barang sebelum tanggel ¢.Mei 2014,

{2} Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud: pada
ayat.(1) dibuktﬁ{an dengan Bill. 0f1admg dan Jhyoire,

Pasal2 1.

—

fllv.‘x!

'ﬁ"'ur‘difi:

.Sklai Kerentuan mengenal penstapan Surveyor oleh Meniteri
y;ng. mula: berlakn pada tanggal diundangken, ketentosn
lain ‘dalam Peratoraxn Menteri inf, mulai berlakit pada tangeal
4 Mei2014 dan berakhir:pada tanggal 4 Desember2014.

Agar setiap  orpng m::ngctahmnya, mmcrmxahkan
: pmgunda.ngm ‘Peraturan Menterd:ini dengan pmcmpaxannya
dalam’ Berita Negara RepublikiIndonesia..

Drtctapkan di.Jakarta
pada tanggal 28 Apnl 2014

MENTERL PERDAGANGAN REFUBLIK INDONESTA,

Tid.

MUEAMMAD DUTFE




20.5.2014 / 16058

20-MAY-2014

14:36

KIMDEN

LAMPIRAN:T-
PERATURAN MENTERI PERDAGM GAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.23/M/DAG

'I‘ENTANG
KE'I‘EN'IUM PENGLNAAN KUOTA DALAM: RANGKA ’I‘ENDAKAN PENGAMANAN

PER]DAGANG&N PR

Y PER/ 4}&5}14

KIME EGE
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /M-DAG/PER/4/2014

TENTANG
KETENTUAN PENGE.IkAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

KIME EGE

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI KUOTA TEPUNG

5.010-015

GANDUM D. RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Ne Hpgnm No Negara

1 |Albania 28 | Costa Rica

2 | Angola 29 | Cite d'lvoirs

3. | Antigua, and Barbuda 30 | Croatia

4 | Argentina 31 | Cuba

5 | Arnenia | 32 | Ditbout

6 |Bahrain, Kingdom of 33 | Dominica

7 | Bangladesh 34 | Dominican Republic

&€ | Barbados 35 | Ecuader

9 | Belize 36 | Bgypt

10 | Benin [ 37 | El Salvador

11 | Bolivia, Plurindtional State of 38 | Fii

12 | Botswana | 3% | Former Yugoeslav Republic.of
Macedonia (FYROM)

12 | Brazil | 40 | Gabon

14 | Brunei Darusdalam 31 | Gambia

15 | Bulgaria ! 42 | Georgia

16 | Burkina Faso | 43 | Ghana

17 | Burundi | 44 | Grenada

18 |Cambodia 45 { Guatemala

19 | Cameroon | 46 | Guinea.

20 | Cape Verde | 47 | Guinea Bissau

21 | Central African Republic 48 | Guyana

22 | Chad 49 | Haiti

23 | Chile ' 50 | Honduras

24 | Ching 51 |India

25 | Chinese Taiped 52 |lsract

26 |Colombia ' 53 [Jamaica

27 | Congo f 54 |Jordan

1
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Ne.

" Negara' :

o |

‘Negara

{Kenyn -

- 8%

Paragusy

" Roren,: Reptzblzc of

- 86.

-_-:,..-.'

| Kovvat.-

57

| Beiippinss

88

"Qatar

%ﬁ%ﬁé

B9

 Romanie:

90.

{61l

| 91

Saint Kitts ‘wnet Nevis,

1 62 ' Ms

92

Saint Luda

' Saint Vincent & thé Grenadines

94

i Saudi Arabia

| Meataysia

| 95

Senepal -

Maidives

.| Sigrra Leone.

FRIal -

87

Sihgapozs

E%Rég%

‘I : Maﬁﬁp?_r;m?a

198

Solomon Islands

_> +69.: |"Mauritns’

£-99; 1,

Sdvith Africa

Meidco-

| 100:

‘S’ > ul.l.. -

2%

Moldova

101

Swaziland.

7o fMongﬁlia-

L 102

Tanzania

173

Moroceo’

|

| 10%

Thailand,

{74

‘Mozambique. | "

108

- Togo,

7B Y

Mjran m' "a' >

108!

:Tonga.

o

1106

’Trimdad And ‘I‘ahago '

Nedaibia,

-77 .| Nepal.

1107

Tunisia

| T8

‘Nicaragua, . |

Sloros

Uganda. -

179

Niger

109

‘United Arab .Em:ratcs

.80,

| Nigeria- |

1107

Uruguay

8% |'Omen .

“11%:

Ven czucla, ”‘Bcsimanan chubﬁc of

"82 [Pakistan:

EEETY

Vietnam: '

83 | panama

113

‘Zambia

:; fP_apua.NeW;@i

NP

hinea:

Zimbabwe:

MENTERI PERDAGANGAN. RESUBLIK INDONESIA,

Tt

MUEAMMAD LUTFL

5.011-015
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